GUBERNUR BSULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR .35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat
daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan
dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka
Peraturan Gubernur Sulawesai Utara Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Tentang Perubahan Atas Peraturan CGubernur Sulawesi
Utara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A Provinsi
Sulawesi Utara;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 157);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomaor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Ientang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provingi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);
Feraturan Gubemnur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A
Provinsi Sulawesi Utara;
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 62
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUF DAERAH PROVINS! TIPE APROVINSI
SULAWESI UTARA

BAB I
EKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

£. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Daerah Otonom, selanjutnva disebut deerah, adalah
kesatuan masyvarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masvarakat
dalam sistemn Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
inspektorat, dinas dan badan.

8. Sekretaris Dserah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Utara,

9. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A adalah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Tipe A,

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional
ketrampilan vang mempunyai fungsi dan juga berkaitan
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas
pemerintahan.

11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas
disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya
melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun
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BAB IT
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
1. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi
4. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah
Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi,

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3
Dinas Lingkungan Hidup mempunyvai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis:

b, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Lingkungan Hidup; dan

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan pimpinan.

Pasal 5
Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Tipe A untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan
beban kerja yang besar.

BAB IIT
SUSUNAN ORGANISASBI

Pasal 6
Kepala Dinas Lingkungan Hidup membawahkan :
1] Sekretaris Dinas membawahkan -

a. 3ub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum
N S
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4] Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
8. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis;
b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
¢. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Jd) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun membawahkan :

a. Seksi Pengelolaan Sampah;
b. Beksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
c. Seksi Penpembangan Fasilitas Teknis,
4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup membawahkan :
a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
b. Beksi Pencemaran Lingkungan; dan
€. Seksi Kerusakan Lingkungan.
3] Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup membawahkan :
a. Seksi Pengaduan dan  Penyelesaian  Sengketa
Lingkungan;
b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Tipe A sebagaimana tercantum dalam lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubermnur

BAB IV
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
daerah;

b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;

c. pemberian dukungan atas penyelenggaran urusan
pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan,
bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan
limbah bahan berbahaya dan beracun {limbah B3, bidang
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, bidang penaatan dan peningkatan kapasitas
lingkungan hidup;

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui
sekretaris daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal G

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai
tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi umuom,
hukum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta
tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

A,

b.

L,

d.

=

f.

pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelavanan
administrasi:

Penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan;
penyelenggaraan urusan umum, hukum dan
kepegawaian;

penyelenggaraan urusan perencanaan program dan
evaluasi;

penvelenggaraan urusan keuangan;dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

(3] Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunvai tugas:

.

b.

h.

menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengoordinasikan
bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
menylapkan bahan pertimbangan kebijakan hukum,
melaksanakan telaahan hukum, melakukan bantuan
hukum dan penegakan hukum;

- melaksanakan peningkatan sumber daya apartur sipil

Negara;

.menyiapkan dan menyusun formulir isian database

kepegawaian;

- menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi
kinerja dalam pemberian tunjangan;

. mengusulkan penerima penghargaan, cuti,

sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

(4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan, menganalisa dan menyelenggarakan

b.

c,

penyusunan program dan anggaran;

menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan
akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi,
pembukuan, perbendaharaan, gaji dan perubahan
ANEgAran;

. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas,

pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;

. menylapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan

perencanaan dan keuangan;
menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur
akuntansi; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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(5)

(1)

(2]

(3]

-

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan
umum;

b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan
administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
c. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan

dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas;

d. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data
informasi untuk kepentingan masyarakat;

e. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

f. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan
dokumentasi;

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan

Pagal 10

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
urusan di bidang inventarisasi rencana perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan hidup (RPPLH) dan kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian dampak
lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta tugas
lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi;

8. penyusunan perencanaan di bidang tata lingkungan;

b. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH
dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM];

€. penyvelenggaraan urusan mventarisasi rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kajian
dampak lingkungan;

d. penyelenggaraan urusan kajian dampalk lingkungan;

e. penyelenggaraan urusan pemeliharaan lingkungan
hidup; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mempunyal tugas :

A. mMEnyusun perencanaan inventarisasi RPPLH dan KLHS;

b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, sinkronisasi,

penyusunan dan evaluasi RPPLH;

c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan daya

dukung dan daya tampung;

d. melakukan penyusunan dokumen informasi kinerja

pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD),
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i,

f.

-

melaksanakan penyusunan, pembinaan, pemantauan
dan validasi KLHS; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunya tugas

i,

b.

d.
e,

menyusun perencanaan urusan kajian dampalk
lingkungan;

mengoordinasikan dan melaksanakan penvusunan tim
teknis komisi penilai AMDAL (KPA) dan tim kajian
dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi
penilai, tim pakar dan konsultan);

mengoordinasikan penvusunan dan melaksanakan
penilaian instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup analisis mengenai dampak
lingkungan [AMDAL), upayva pengelolaan Hngkungan
dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), proses
izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analis resiko
lingkungan hidup;

memfasilitasi pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(9) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

H.

b.

e,

menyusun pErencanaan urusan pemeliharaan
lingkungan hidup;

melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
tentang konservasi/perlindungan, pengawetan,
pemanfaatan serta pencadangan sumber daya alam;
melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi
tentang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
dan inventarisasi gas rumah kaca dan penvusunan

profil GRK;

. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi

kegiatan konservasi keanekaragaman hayati serta
mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan
keanekaragaman hayati; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (Limbah B3)

Pasal 11

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3) melaksanakan tugas di bidang
pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun
(Limbah B3), dan pengembangan fasilitas teknis, serta
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengeiolaan Sampah dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan urusan di bidang pengelolaan

sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
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f.

a

perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah
bahan berbahaya dan beracun serta fasilitas teknis;
penyelenggaraan urusan persampahan ;
penyelenggaraan urusan limbah B3:

penyelenggaraan urusan pengembangan fasilitas teknis
persampahan dan limbah B3; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

[3) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas °

&.
b,

g

MENyusun perencanaan urusan pengelolaan sampah;
merumuskan kebijakan pengelolaan sampah dan
menetapkan target pengurangan, penanganan serta
prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu di provinsi;

mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di
TPA/TPST regional;

melaksanakan pengendalian sampah plastik di laut;
mengoordinasikan pengangkutan pengolahan dan
pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana
alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah
antar Kabupaten/Kota);

melaksanakan pembinasn pengelolaan sampah dan
pemantauan kabupaten /kota peserta dan calon peserta
program adipura; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

(4) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyvai
tugas :

e,

b,

'd-r

menyusun perencanaan urusan limbah bahan
berbahaya dan beracun;

menyusun kebijakan pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun di provinsi;

melaksanakan dan/atau memfazilitasi proses perizinan
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
sesual ketentuan peraturan perundang-undangar;
melakukan koordinasi, pemantauvan dan evaluasi
terhadap kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya
dan beracun dalam wilayah provinsi; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas :

a,

b.

=

mMenyusun perencanaan urusan pengembangan fasilitas
teknis;

mengoordinasikan urusan pengembangan fasilitas
teknis;

melaksanakan penyediaan sarana/prasarana (sarpras)
pengolahan sampah dan limbah bahan berbahava dan
beracun;
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d. melaksanakan perencanaan dan pembangunan
TPA/TPST regional, penetapan stasiun peralihan antara
fntermediate transfer facility) dan alat angkut untuk
pengangkutan dan  pengolahan sampah  lintas
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau atas usulan
dari Kabupaten /Kota;

e, melaksanakan pengembangan teknologi dan investasi
dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah bahan
berbahaya dan beracun; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 12

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang

Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan

Kerusakan Lingkungan, serta tugas lain yang diberikan

oleh pimpinan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan mempunyai fungsi;

a. penyusunan perencanaan urusan di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

b. pelaksanaan koordinasi urusan di bidang pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

. penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan;

. penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan;
penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekm Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan urusan pemantauan lingkungan;

b. mengoordinasikan urusan pemantauan lingkungan;

c. melaksanakan pemantauan kualitas air (sungai dan
danau), kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas
tanah.

d. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;

e. melaksanakan penyiapan sarana prasarana pemantauan
lingkungan (laboratorium lingkungan); dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pencemaaran Lingkungan mempunyai tugas :

. MENyUsSUNn perencanasan urusan pencemaran lingkungan;

b. mengoordinasikan urusan pencemaran lngkungan;

c. melaksanakan pemantauan, penanggulangan, pemulihan
(pemberian  informasi, pengisolasian, penghentian,
pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi
sumber pencemar institusi dan non istitusi;

d. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
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e. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi,
potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;

f. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan
terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi:

g- melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar
institusi dan non institusi;

h. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan
noninstitusi; dan :

.. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas |

4. MEnyusun perencanaan urusan kerusakan lingkungan;

b. melaksanakan penyediaan data kerusakan dan sumber
kerusakan (mangrove, terumbu karang, padang lamun,
lahan akses terbuka);

c. melaksanakan pemulihan ekosistem dalam rangka
penurunan tingkat kerusakan lingkungan (mangrove,
terumbu karang, padang lamun, lahan akses terbuka);

d. melaksanakan penvusunan indeks (kualitas air laut dan
kualitas tutupan lahan);

e. melaksanakan penyusunan indeks kualitas lingkungan
hidup; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Peninglkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 13

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup melaksanakan tugas di bidang pengaduan dan

penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum

lingkungan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup,
serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

A. penyusunan perencanaan dan koordinasi urusan di
bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan
hidup;

b. penyelenggaraan urusan pengaduan dan penyelesalan
senghketa lingkungan;

c. penyelenggaraan urusan penegakan hulkum lingkungan;

d. penyelenggaraan  urusan  peningkatan  kapasitas
lingkungan hidup; dan

¢. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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[3) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
mempunyai tugas :

a.

b.

£,

melaksanakan perencanaan, penyusunan, koordinasi,
kebijakan dan menerima pengaduan dan penyelesaian
sengketa lingkungan;

melaksanakan penelaashan, verifikasi atas tindak lanjut
pengaduan;

c. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan;
d.

melaksanakan pengembangan tata cara pengaduan
masyarakat secara langsung maupun online; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

(4] Seksi Penegakan Hukum Linghkungan mempunyai tugas
a. Melaksanakan  penvusunan perencanaan  urusan

1]

penegakan hukum lingkungan;

b. melakukan koordinasi wurusan penegakan hukum

.

d,

L8

lingkungan dan pembentukan tim koordinasi dan
monitoring penegakan hukum;

melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan dan
melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pf:ngel:}iaan lingkungan, tindak lsuuut
hasil evaluasi penerima izin lingkungan (IL} dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPLH)
serta penerapan sanksi administrasi;

melaksanakan pengumpulan bahan /keterangan
(pulbaket) dan penyidikan perkara pelanggaran
lingkungan hidup serta penanganan barang bukti; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi  Peningkatan  Kapasitas Lingkungan Hidup
mempunyai tugas :
4. melaksanakan penyusunan perencanaan dan koordinasi

b.

urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
melaksanakan penyusunan kebijakan, identifikasi,
verifikasi, validasi, pengembangan dan penetapan
pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal/pengetahuan tradisional dan hak
masyarakat hukum adat (MHA) terkait perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup serta penetapan
tanah ulayat;

melaksanakan identifikasi kebutuhan, pengembangan
materi dan metode, penyiapan sarana prasarana dan
pelaksanaan diklat/sosialisasi/workshop/TOT tentang
pengelolaan lingkungan hidup;

. melaksanakan pengembangan kelompok

masyarakat/perorangan  vang  peduli terhadap
lingkungan hidup;

melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan
lingkungan hidup daerah dan mendukung program

penghargasan nasional; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Bidang, Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.

} I
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tupgas
magsing-masing.

[2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah vang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

[4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunva.

[5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyvampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(7] Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

(1) Dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan
jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi
yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku.

(2) Kelompok  jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior vang ditunjuk.

(5] Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\ I v
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan ditetapkannva Peraturan ini, maka Peraturan
Gubernur sebelumnya tentang Uraian Tugas Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang —mengetahuinya, —memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 0 Oppohen 2013

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

o

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 O-taher 018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BERITA DAERAR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR =g
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